BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR |3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NOMINAL POKOK DAN BOBOT

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KONAWE UTARA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2)
Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara,
menyebutkan bahwa Penetapan Nominal Pokok dan
Bobot TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pemberian
Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara, perlu
menetapkan Nominal Pokok TPP ASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4689);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara



10.

11.

12,

13

14.

15.

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
2021 Nomor 123); |



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023
Nomor 519);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Nominal Pokok dan Bobot Tambahan
Pengahasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

Nominal Pokok dan Bobot Tambahan Penghasilan Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri
atas :

a. Nominal Pokok Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Beban Kerja ASN;

b. Nominal Pokok dan Bobot Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;

c. Nominal Pokok dan Bobot Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Kondisi Kerja ASN.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Konawe Utara.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 2 Janutil 2023

% BUPATI KONAWE UTARA Or

‘ 4 H. RUKSAMIN



LAMPIRAN | KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR C L TAYUN 2023
TANGGAL 2 Jaruary 20l
TENTANG : PENETAPAN NOMINAL POKOK DAN BOBOT TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DAFTAR NOMINAL POKOK TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA ASN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMINAL TPP POKOK (Rp.
NO. me,wmz NAMA JABATAN (Re)
JABATA Gol. IV Gol. 11 Gol. II Gol. I
1 15 Sekretaris Daerah 12.076.441 - - -
2 14 Emvnwmcﬁ Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala 6.129.406 ) ) )
Dinas/Badan/SATPOL-PP
3 13 Staf Ahli Bupati 5.060.525 - - -
Camat, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris
4 12.a Dinas/Badan/ SATPOL-PP 4.752.053 4.251.837
5] 12.b Pejabat Fungsional Ahli Madya 3.088.835 - - -
6 11 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 4.633.252 4.145.541
Sekretaris Camat, Kepala Bagian Sekretariat DPRD, Direktur RSUD, Kepala
: i ; .042. .722.24 - -
" | "2 | Bidang Dinas/Badan/SATPOL-PP dan IRBAN/IRBANSUS ki B
8 11.b Pejabat Fungsional Ahli Madya 2.434.007 - - -
9 10 Pejabat Fungsional Ahli Muda 2.107.049 | .| 1.885.254 : -
Kepala UPTD, Kepala Subbidang/Seksi dan Kepala Subbagian Pada Unit Kerja .
0 ? Eselon III dan Pejabat Fungsional Ahli Muda S KB )
11 9.a Lurah dan Kepala Puskesmas 2.434.007 2.177.796 - -
Sekretaris Lurah, Kepala Subbagian /Seksi Pada Unit Kerja Eselon IV, Kepala
. L S : ; , 1.749.904 1% 704 - <
. Bl Tata Usaha Satuan Pendidikan dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama 230 269.70




NOMINAL TPP POKOK (Rp.)

NO. WMW%mZ NAMA JABATAN
JABATA Gol. IV Gol. 111 Gol. II Gol. I
13 8.b Pejabat Fungsional Penyelia - 1.487.419 - -
Pejabat Fungsional Pelaksana Lanjutan (Mahir) dan Pejabat Pelaksana
14 7 Pendidikan Minimal D-V/S.1 1.533.244 1.371.850 1.303.257 -
15 6 woum.,omﬂ Fungsional Pelaksana (Terampil) dan Pejabat Pelaksana Pendidikan i 1.239.086 1.177.132 i
Minimal D-III
16 5 Pejabat Pelaksana Pendidikan Minimal D-II/SLTA - 1.179.749 1.120.762 -

\%\ BUPATI KONAWE UTARA D.
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR C 12 TAdun 2025
TANGGAL : > JANUAR| 20)xd

TENTANG : PENETAPAN NOMINAL POKOK DAN BOBOT TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DAFTAR NOMINAL POKOK DAN BOBOT TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA ASN
TAHUN ANGGARAN 2023

KATEGORI ADMIN DAN BOBOT PER-GOLONGAN

KODE TPP POKOK
e JABATAN ADMIN Ro) Gol. IV Gol. 11l Gol. II
ALV | A21v | A3V [ At | A2am | A30m | ALT | A2 | A3
1 Admin SIPD Perencanaan Pemerintah Daerah 1.200.000 4,304 4,639 4975 | 3,850 | 4,150| 4,450 3,657 | 3,942 | 4,227
2 Admin SIPD Keuangan Pemerintah Daerah 1.200.000 | 4,304 | 4,639 | 4,975| 3,850| 4,150 4,450 | 3,657 | 3,942 | 4,227
3 Admin Database SI-ANAWAI Sekretariat Daerah 1.200.000 4,108 4,444 4,779 | 3,675 3,975 | 4,275 3,491 | 3,776 | 4,061
g4 | AdminDatabaseSEANAWAL Dinas Komurikagi dan 1.200.000 | 3.208| 3633 | 3969 2,950| 3,250| 3,550 | 2,802 3,087 | 3,372
Informatika
5 | AdminDatabase S-ANAWAI Badan Kepegawaian dan 1.200.000 | 3298 | 3633 | 3969 2950| 3,250| 3,550 | 2,802 3,087 | 3,372
Pengembangan SDM
6 Admin Database Pendamping SI-ANAWAI Sekretariat Daerah 1.200.000 2,795 3,130 3,466 | 2,500 2,800 3,100 2,375| 2,660 2,945
7 Admin Database Pendamping SI-ANAWAI Dinas Komunikasi 1.200.000 | 2,516 | 2,851 | 3,186 | 2,250| 2,550| 2,850 | 2,137 | 2,422 | 2,707
dan Informatika
g | AdminDatabase Pendathping SIANAWAL Baden Kepegawalenl | 1356600 | 2816 | 2651 | 3186 | 2250| 2550 | 2.850| 2187 | 2423 | 2707
dan Pengembangan SDM
9 Admin Verifikator SPP-SPM TPP 1.200.000 | 2,013 | 2,348 | 2,683 | 1,800| 2,100| 2,400 1,710| 1,995| 2,280
10 | Admin Data Absensi ASN SI-ANAWAI 1.200.000 | 2,013 | 2,348 | 2,683 | 1,800| 2,100| 2,400 | 1,710| 1,995| 2,280
11 Admin Dokumentasi dan Pelaporan TPP 1.200.000 2,013 2,348 2,683 | 1,800 2,100 2,400 1,710 1,995 2,280
12 | Admin Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan OPD/Unit OPD 1.200.000 | 2,013 | 2,348 | 2,683 | 1,800| 2,100 2,400 1,710| 1,995| 2,280




KATEGORI ADMIN DAN BOBOT PER-GOLONGAN
KODE TPP POKOK
pacyed JABATAN ADMIN iRe9 Gol. IV Gol. 111 Gol. II
ALV | A21V | A3V | At | a2 | A3 | AL | A2n | A3d
13 | Admin TPP OPD/Unit OPD dengan Jumlah ASN s.d. 25 Orang | 1.200.000 | 1,342 | 1,677 | 2,013 | 1,200 1,500| 1,800 1,140 | 1,425| 1,710
14 | Admin TPP OPD/Unit OPD dengan Jumlah ASN lebih dari 25 1200.000 | 1,566 | 1,901 | 2,236 1,400| 1,700 | 2,000| 1,330| 1,615| 1,900
orang s.d. 50 Orang
15 | Admin TPP OPD/Unit OPD dengan Jumlah ASN lebih dari 50 1200000 | 1,789 | 2,125 | 2,460 | 1,600| 1,000 2,200| 1,520| 1,805| 2,000
Orang s.d. 75 Orang
16 | Admin TPP OPD/Unit OPD dengan Jumlah ASN lebih dari 75 1.200.000 | 2,013 | 2,348 2683| 1,800| 2,100| 2,400| 1,710| 1,995| 2,280
Orang s.d. 100 Orang
17 wﬂmahm TPP OPD/Unit OPD dengan Jumlah ASN lebih dari 100 | 559000 | 2,348 | 2,683 | 3,019 2,100| 2,400| 2,700 1,995| 2,280 | 2,565
18 | Admin SIAK - (Pengawas) 1.200.000 | 2,963 | 3208 3,633 2,650 2050| 3,250 2,517 2,802 3,087
19 | Admin SIAK - (Database) 1.200.000 | 2,516 | 2,851 | 3,186 | 2,250 2,550| 2,850 | 2,137 | 2,422 2,707
20 | Admin SIAK - (Verifikator) 1.200.000 | 2,013 | 2,348 2683] 1,800| 2,100| 2,400 1,710| 1,995 2,280
21 | Admin SIAK - (Operator) 1200000 | 1,817 | 2,152 | 2488 1,625] 1,925 2,225| 1,544 | 1,820 2,114
22 | Admin SAKIP Pemerintah Daerah 1.200.000 | 2,013 | 2,348 | 2683 1,800 2,100| 2,400| 1,710| 1,995 2,280
23 | Admin SAKIP OPD/Unit OPD 1200.000 | 1,019 1,454| 1,789 1,000| 1,300] 1,600 0,950 | 1,235| 1,520
24 | Admin PMP-RB Pemerintah Daerah 1.200.000 | 2,013 | 2348| 2,683 1,800 2,100| 2,400 1,710] 1,995 2,280
25 | Admin PMP-RB OPD/Unit OPD 1.200.000 | 1,119 | 1,454 | 1,789| 1,000| 1,300] 1,600| 0,950 1,235 1,520
26 | Admin SPIP Pemerintah Daerah 1.200.000 | 2,013 | 2,348 | 2,683 1,800| 2,100 2,400 1,710 1,995] 2,280
27 | Admin SPIP OPD/Unit OPD 1.200.000 | 1,119 1,454 | 1,780 1,000| 1,300 1,600] 0,050 1,235] 1,520
28 | Admin SIAP Pemerintah Daerah 1.200.000 | 2,180 | 2,516 | 2,851] 1,950| 2,250| 2,550 1,852| 2,137 | 2,422
gy, | Afmin SR QRYURIEOED dengan Repu-Ansaaras s 1.200.000 | 00982 | 1,318| 1,653 0,878| 1,178| 1,478 | 0,834 | 1,119 1,404
5.000.000.000
Admin SIAP OPD/Unit OPD dengan Pagu Anggaran Lebih Dari
500 | & b e ol T 1.200.000 | 1286 | 1622| 1957 1,150| 1,450| 1,750 | 1,002 1,377 | 1,662
Admin SIAP OPD/Unit OPD dengan Pagu Anggaran Lebih Dari
B | 0000001000 Ll 50400000 300 1.200.000 | 1,504 | 1,920 2264 | 1,425| 1,725| 2,025| 1,354 | 1,630 1,924




KATEGORI ADMIN DAN BOBOT PER-GOLONGAN
KODE TPP POKOK
iy JABATAN ADMIN ®o) Gol. IV Gol. TII Gol. II
ALV | A2av | a3v | arm | A2m [ A3m | A1n | a2n | A3
3p | Admin SIAPOPD/Unit OPD/dengan Pagu Anggaren Lebih Dari 1.200.000 | 1,986 | 2,321 | 2,657 | 1,776 | 2,076 | 2,376 | 1,687 | 1,972 2,257
50.000.000.000
33 wwﬁwsga_w_m Jahatesrdan. Analisie. Beban e remeriniah 1.200.000 [ 2,013| 2,348 | 2,683 | 1,800| 2,100| 2,400| 1,710| 1,995| 2,280
34 | Admin SIM Gaji Pemerintah Daerah 1.200.000 | 2,013 | 2,348 | 2,683 | 1,800 2,100] 2,400 | 1,710 1,995 2,280
35 | Admin MCP KPK Pemerintah Daerah 1.200.000 | 2,013 | 2,348 | 2,683 | 1,800 2,100| 2,900 | 1,710| 1,995| 2,280
36 ww_o Mm,m:om:m\ Admin Inovast Berbasis Aphiast Pererintah 1.200.000 | 2,013| 2,348 | 2,683 | 1,800| 2,100| 2,400| 1,710| 1,995 2,280
37 wwzuw erancang/Admin Inovasi Berbasis Aplikasi OPD/Unit 1.200.000 | 1,677 | 2,013 | 2,348 | 1,500| 1,800 2,100| 1,425| 1,710] 1,095
38 | Admin LHKPN Pemerintah Daerah 1.200.000 | 1,342 | 1,677| 2,013 1,200 1,500| 1,800 1,140]| 1,425| 1,710
39 | Admin SIPTL Pemerintah Daerah 1.200.000 | 1,342 | 1,677 | 2,013| 1,200 1,500 1,800] 1,140| 1,425| 1,710
40 | Admin TPTGR Pemerintah Daerah 1.200.000 | 1,342 | 1,677 | 2,013| 1,200 1,500 1,800] 1,140| 1,425| 1,710
41 | Admin SI-ASN Pemerintah Daerah 1.200.000 | 1,454 | 1,789 | 2,125 | 1,300| 1,600 1,900| 1,235| 1,520| 1,805
42 | Admin E-Formasi Pemerintah Daerah 1.200.000 | 1,454 | 1,789 | 2,125 | 1,300| 1,600 1,900| 1,235| 1,520| 1,805
43 | Admin Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lainnya 1.200.000 | 1,119 1,454 | 1,789 | 1,000| 1,300| 1,600| 0,950 1,235 1,520
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LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR  : |+ TAdur 2035
TANGGAL : 1 JANUAP 02D

TENTANG : PENETAPAN NOMINAL POKOK DAN BOBOT TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DAFTAR NOMINAL POKOK DAN BOBOT TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA ASN
TAHUN ANGGARAN 2023
NO. NAMA JABATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH JABATAN | TPP POKOK BOBOT
DALAMTIN (Rp) Gol. IV | GolL 1l |Gol II
1 Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Ketua 2.500.000 3,000 - -
2 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Sekretaris 2.500.000 1,650 - -
3 | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,500 - =
4 Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,500 - -
5 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,500 = .
6 Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,000 - -
7 Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,000 - -
8 Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,000 - -
9 Inspektur Daerah Inspektorat Daerah Anggota 2.500.000 1,500 - -
10 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggota 2.500.000 1,500 - c
1 WMMM_HH WM.MM.”M Kepegawaian dan Pengembangan Sumber WMMHMWWMMWNMMWHMM_Q Pengembangan Anggota 2.500.000 1,350 ) )
12 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Anggota 2.500.000 1,200 - -
13 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota 2.500.000 1,200 - -
14 | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,565 1,400 -
15 | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,453 1,300 -
16 | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,565 1,400 -




BOBOT

NO. NAMA JABATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Uﬁﬂ%ﬁg AR _ﬂwwﬂom
Gol. IV Gol. III Gol. 11
17 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,229 1,100 -
18 | Sekretaris Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Anggota 2.500.000 1,453 1,300 -
19 | Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Anggota 2.500.000 1,453 1,300 -
20 | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggota 2.500.000 1,453 1,300 -
21 wwﬂomﬁhcwwum: Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Mﬂmﬁawmwwﬂm““m” “Mb Pengembangan F— 2.500.000 1,118 1,000
22 | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Anggota 2.500.000 1,118 1,000 -
23 | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota 2.500.000 1,118 1,000 -
24 | Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Anggota 2.500.000 0,894 0,800 -
25 | Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Anggota 2.500.000 0,894 0,800 -
26 | Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Anggota 2.500.000 0,894 0,800 -
27 | Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Anggota 2.500.000 0,894 0,800 -
28 | Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Anggota 2.500.000 1,453 1,300 -
29 | Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Anggota 2.500.000 1,453 1,300 -
30 | Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Anggota 2.500.000 1,565 1,400 -
31 | Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Anggota 2.500.000 1,341 1,200 -
32 | Kepala Bidang Statistik Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggota 2.500.000 1,341 1,200 -
33 | Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggota 2.500.000 0,894 0,800 -
34 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggota 2.500.000 0,894 0,800 -
35 | Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggota 2.500.000 0,894 0,800 -
36 | Kepala Bidang Disiplin, Penilaian Kinerja dan Pensiun mmﬂmmowmwwﬂmwwmhwu Pengegibangan Anggota 2.500.000 1,341 | 1,200 ]
37 | Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Kenaikan Pangkat w“ﬂnwmwwm,ﬁﬂmmmw Pengembangan Anggota 2.500.000 0,894 | 0,800 E
38 Kepala Bidang Data dan Informasi, Diklat, Fasilitasi Profesi | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Anjggota 2.500.000 0,894 0,800 )

ASN dan KORPRI

Sumber Daya Manusia




BOBOT

NO. NAMA JABATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ﬁmmﬁbﬁ TPP MONO_A
DALAM TIM (Rp) Gol.IV [ Gol. Il | Gol. 1I
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan
39 | Administrator Database TPP : Anggota 2.500.000 1,118 1,000 0,950
Sumber Daya Manusia

40 | Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota 2.500.000 0,894 0,800 -

41 | Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota 2.500.000 0,894 0,800 -

42 | Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota 2.500.000 0,894 0,800 -

43 | Administrator Database TPP Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota 2.500.000 1,118 1,000 0,950

44 | KepalaBidang Peuegakin Phcundang-Undsngan Daecall | o0 00 il Pasnolig Phaja Arigatita 2.500.000 0,894 | 0,800 -
dan Sumber Daya Aparatur

45 | Bepale Bideng Ketertiban Umiuvdan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Anggota 2.500.000 0,894 | 0,800 s
Masyarakat

46 | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Anggota 2.500.000 0,894 0,800 -

47 | Analis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator Kinerja dan | g\ .tariat Daerah Anggota 2.500.000 1,453 | 1,300 .
Reformasi Birokrasi)
Analis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator ;

48 Kelembagaan dan Analisis Jabatan) Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,229 1,100
Analis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator Pelayanan .

49 Publik dan Tatalaksana) Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,229 1,100

50 | Administrator Database TPP Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,453 1,300 1,235
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda - :

51 iSub Keordinatar Perundang - {ndangan) Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,341 1,200

gy | AmalisThimor Akl Muda < Sub Reordinator Batusn Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 0,894 | 0,800
Hukum)

55 | Penyulib Hukum AhliMuda - (Sub Koordinator Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 0,894 | 0,800
Dokumentasi dan Informasi)

54, | Analisiebijalan Al Muda=~{Stb Koordinator Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,118 | 1,000
Perencanaan)

55 | Analis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator Keuangan) Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,118 1,000

56 | Analis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator Pelaporan) Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 1,118 1,000




BOBOT

JABATAN TPP POKOK
NO. NAMA JABATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DALAM TIM (Rp) Gol.IV | Gol. I | Gol II
57 Analis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator Penyusunan Sekictasist Dacrah Anggota 2.500.000 0,894 0,800
Program)
58 Analis xn_u.w.mwmb Ahli Muda - (Sub Koordinator Sekretariat Daerah Anggota 2.500.000 0,894 0,800
Pengendalian Program)
59 Analis Kebijakan Ahli Muda - (Sub Koordinator Evaluai Sebvetiviat Dastah Anggota 2.500.000 0,894 0,800

Program)
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